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LAPORAN ASURANS INDEPENDEN

Nomor: 00035/2.1061/AUP.5/10/1706-1/1/111/2024

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta

Cakupan

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul

berdasarkan kontrak 27/RT.01.1-SPK/2024, untuk melakukan Perikatan Asurans dengan keyakinan

memadai dan memberikan kesimpulan terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Garda

Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22

Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan
Dana Kampanye Pemilihan Umum;

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut diatas kami sebut sebagai “Peraturan Dana

Kampanye”.

Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan
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Informasi Hal Pokok

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023

Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul

terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi
Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo
pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh
sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan
sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta
Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada Komisi
Pemilihan Umum;

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang
memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK
disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada
Komisi Pemilihan Umum; dan

3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan
yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai
sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa
kampanye.

Kriteria
Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 tahun 2023. Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan
diterapkan oleh Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul dalam
penyusunan Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Garda
Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye
adalah:
1. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
a. Pembukaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai
Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik
Peserta Pemilu yang bersangkutan pada Bank Umum.

An Independent Member of Independent Afﬁ!ialcd of
oY O AN

'Accounting Legal and Business Advisors
A Strategic Alliance
gty New York Mexico

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

2) ayat (3) Partai Politk Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui
ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum
dimulainya masa kampanye.

3) ayat (4), Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan
RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

4) ayat (8), Partai Politk Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan
tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor
RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya.

b. Pengelolaan, Pasal 37 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (6), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk
mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pemyataan dari pimpinan Partai
Politik,

2) ayat (10), RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau
dilakukan penggantian, dan;

3) Pasal 36 ayat (1), Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan
Kampanye Pemilu.

c. Penutupan, Pasal 38 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (1), Partai Politk Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank
Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan
1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP.

2) ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat
permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan

3) Pasal 37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti
penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari
setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

2. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
a. Muatan Informasi, Pasal 46 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, yang memuat
informasi:

1)RKDK;

2)Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
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3)Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

4)Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK;

5)NPWP Partai Politik Peserta Pemilu;

6)Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Periode Pembukuan, Pasal 47 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK
yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai
Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.

2) ayat (6), LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai
dengan tingkatannya.

3) ayat (7), LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai
Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 51 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Politk Peserta Pemilu mematuhi penyerahan LADK tidak
melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari
pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum,
paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

2) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan
mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka.

3) ayat (7), Apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan
oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum melalui
Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian
dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling
lambat pukul 23.59 waktu setempat.
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4) ayat (5), apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu
dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan/atau Komisi Pemillhan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapl dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri

atas:

a)
b)
c)

d)

9)
h)

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana
Kampanye;

Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana
Kampanye;

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran, dan

5) Pasal 47 ayat (4), Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
sesual dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:

a)
b)
c)

d)
e)

s)
h)

Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;

Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye

Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana
Kampanye,

Formulir 6, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana
Kampanye,;

Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye
Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
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3. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)
a. Muatan Informasi Pasal 49 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, LPSDK

memuat informasi:

1) identitas penyumbang
2) jumlah sumbangan Dana Kampanye
b. Kelengkapan dan Penyampaian Laporan, Pasal 52 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LPSDK kepada Komisi
Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang
diunggah melalui Sikadeka,

2) ayat (4), Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye
sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan

3) Pasal 49 ayat (2), LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:

a) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;

b) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan

¢) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah

4. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
1. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai Politik

Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:

1) RKDK

2) Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;

3) Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan
sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima
sebelum periode pembukuan;

4) Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk
sebelum pembukaan RKDK;

5) NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;

6) Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;

7) Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan

8) Asersi atas Laporan Dana Kampanye.

2. Periode Pembukuan, Pasal 50 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK
yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik
Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK
kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum.
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2) ayat (6), LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai
dengan tingkatannya.

3) ayat (7), LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi -dan DPRD
Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.

4) ayat (8), Dalam hal Pimpinan Partal Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat
ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesual dengan AD/ART Partai
Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian
dari Partai Politik yang bersangkutan.

5) ayat (10), Berhalangan tetap meliputi keadaan:

a) meninggal dunia;
b) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
c) sedang melaksanakan ibadah keagamaan

Kelengkapan dan Penyampaian, Pasal 53 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (3), Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan
mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.

2) ayat (4), Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan
kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan
Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah
pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

3) ayat (6), Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK,
Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP
melalui Sikadeka untuk dilakukan audit, dan

4) Pasal 50 ayat (4), Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh
Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi
dengan:

a) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluara Dana Kampanye;

b) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;

c) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;

d) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

e) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye;
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f) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
g) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kampanye;
h) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
i) Surat Pemyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening
Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup.
j)  Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran
Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang, PKPU nomor 18 tahun 2023:
1) ayat (1), Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu bersumber dari:
a) Partai Politik;
b) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari
Partai Politik yang bersangkutan; dan
¢) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
i. Perseorangan;
ii. Kelompok;
iii. Perusahaan; dan/atau
iv. Badan usaha nonpemerintah

2) Pasal 32 ayat (8), Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta
Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok
berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang- undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat.

3) Pasal 33 ayat (1), Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat
pemyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan
jumlah sumbangan

4) Pasal 33 ayat (2), Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok,
perusahaan, dan/atau badan usaha non pemerintah harus mencantumkan
informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.

5) Pasal 49 ayat (2) c, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau
Badan Usaha Non pemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian
Perusahaan atau badan usaha.
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6) Pasal 36 ayat (3) huruf b, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang
dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang
ke RKDK disertai identitas penyumbang.

7) Pasal 36 ayat (5), Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari
bank yang bersangkutan; Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan
melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pemyataan
penyumbang.

Pencatatan Penerimaan Sumbangan, Pasal 34 PKPU nomor 18 tahun 2023:

1) ayat (4), Partai Politk Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh
sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan
dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa
yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima
ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan

2) Pasal 37 ayat (1), Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan
pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
pemilu,

Batasan/Kesesuaian Sumbangan, sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
tahun 2023 Pasal 34 ayat (1) dan (2), Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi
jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang
dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang
atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang
dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:
1) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang
perseorangan; dan
2) Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang
kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah

Sumbangan yang dilarang, Pasal 34 ayat (5) PKPU nomor 18 tahun 2023, Partai

Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus

mematuhi ketentuan berikut:

1) Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;

2)wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan

3)menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat
belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
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8. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye, Pasal 41 PKPU nomor 18 tahun 2023,
1) ayat (1), Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu Partai Politik Peserta
Pemilu, yaitu untuk:
a) Pembiayaan aktivitas kampanye;
b) Pembayaran hutang; dan
¢) Pengeluaran lain- lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar,
dan
2) Pasal 34 ayat (4), Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas
kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan

sumbangan.

Keterbatasan Laporan

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada
informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami
oleh Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Gunung Kidul. Pada suatu pelaksanaan
Perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara
sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi
ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup,
ragam, dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana
Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara
menyeluruh dalam laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas
hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh
Partai Kebangkitan Nusantara Kabupaten Gunung Kidul, sehingga kami tidak melakukan
pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak
memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten
Gunung Kidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan
Dana Kampanye.

An Independent Member of Independent Afﬁ!iamd of
U UC&CS AMERICA
lb WWW. UCCS-america.org
X BAL Accounting Legal and Business Advisors
i A Strategic Alliance
sk yrecl New York Mexico
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Tanggung Jawab Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul

Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul bertanggungjawab atas
penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesual dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode
penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan,
implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan.
Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul juga bertanggung jawab atas
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye,
sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 28
Februari 2024.

Tanggung Jawab Akuntan Publik

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa
pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut
berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh.
Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi
2022): “Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis” yang
ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami
untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan
Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam
Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan
melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperiukan
dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesual dengan pasal 100 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023, kami melaksanakan perikatan ini selama 30
(tiga puluh) hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye
Laporan Dana Kampanye Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung Kidul dari
Komisi Pemilihan Umum.

An Independent Member of Independent Affiliated of
UC&CS AMERICA
U clsb www.uccs-america.org
e ‘Accounting Legal and Business Advisors
, A Strategic Alliance
S ey New York Mexico

B8 Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Basis adanya Ketidakpatuhan

Pemeriksaan kami mengungkapkan adanya ketidakpatuhan material berikut ini terhadap
kriteria peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye dalam
melaporkan dana kampanye yang berlaku bagi Partai Garda Republik Indonesia
Kabupaten Gunung Kidul selama 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024,
yaitu tidak memberikan Surat Pemyataan Kepatuhan sebagaimana yang tertuang dalam
PKPU nomor 18 Tahun 2023 pasal 101 ayat (2) huruf b, yaitu peserta pemilu memberikan
akses bagi auditor dan KAP, dan pasal 101 ayat (3) huruf d, yaitu peserta pemilu
memberikan surat representasi ke auditor dan KAP.

1. Tidak ada Surat Permohonan Penutupan RKDK dan bukti penutupan rekening
berupa Surat Pemyataan dari Bank sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 18
tahun 2023 Pasal 38 ayat (2), Penutupan RKDK disampaikan dengan
melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum, dan Pasal
37 ayat (5), Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan
rekening berupa surat pernyataan dar Bank Umum 1 (satu) Hari setelah
menerima surat pemyataan dari Bank Umum.

Simpulan

Menurut opini kami, sebagaimana adanya ketidakpatuhan yang dijelaskan di atas dalam
semua hal yang material, Asersi Partai Garda Republik Indonesia Kabupaten Gunung
Kidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, tidak patuh terhadap kriteria yang
berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 tahun

2023.

An Independent Member of Independent Affiliated of
@ UC&CS AMERICA
Y wWww. uccs-america.org
A R&l@ﬁ o Accounting Legal and Business Advisors
= A Strategic Alliance
A New York Mexico
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Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul dan sesual dengan Surat Perjanjian Kontrak
yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan

laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik
Slamet Rlyanto, Aryanto dan Rekan

< RIYA
.Qv NTO ‘Rv‘.ﬂf_f

3

TS » Nvx

urhayati, SE.
Nomor Register AP. 1706

Jakarta, 27 Maret 2024

An Independent Member of Independent Affiliated of
Uches UC&CS AMERICA
bBA.L W\\'w.uccs-amer\c.a.org .
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ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Subardiono
Alamat > Jatiayu
Nomor induk Kependudukan : 34030910069520003
Jabatan T Ketua

2 Nama * Rizky Nur Hidayah
Alamat 1 Jatayy
Nomor Induk Kependudukan T 3403014405920002
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Poitik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemniihan Umum dan

Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemiihan Umum, sebagai benkut:

NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT

PATUH/

PATUH

1 2 3

A, |Perenmg Kinusus Dans Kampanye (RKDK)

Kampanye Pemiihan Umum
Nomor 18 Tahun 2023

1. |Pembukasn 8.  Kam membuka RKDK pada Bank Urmum alas nama Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)
Parias Poktk Peserta Permdu can terpsah dan rekening | Peraturan Komiss Permd han mk\)h
Parai Polik Peserta Pemiu, Umum lentang Dana

b Kamu membuka RKDK pada Bank Umum sepak Partai | Pasal 37 ayat (3) Peraturan

Pultk Peserta Pamdy déctaphkan sebaga Peserta Komust Permvlihan Umum
Pemiy sumpea dengan 1 (satu) Han sebehum tentang Dana Kamoanye Pa{uh
dmulamya masa Kampanye Permd han Umum Nomor 18
Tahun 2023.
€. Kami memtuka don melaporkan hanya 1 (satu) nomar | Pasal 37 ayat (8) Peraturan
RKDK kepada KPU, KPU Provns, dandatau KPU Komess Pesmiihan Umum
KabupatonKota. tentang Dana Kampanye ?(\‘\,Uh
Pemdihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
B8 Dipindai dengan CamScanner



https://v3.camscanner.com/user/download

URAN TERKAIT
NO HAL UNSUR KEPATUMAN m—.NM;--‘-——‘J _:%W/
2 a & 4 —/
2. |Pengelotasn anﬁq#wmm w—dnmmm"‘ h
[ BARAAIA ARG 148 KIIK tedabis danuh sobok Komisi Permtinan Umum ‘M
| dounatan \miuk kogiatan Kampanye Pamiu, tontang Dana Kamparry™
f Pamilitian Urmum Nomor 18
{ Tahun 2023, RS- =
h Pemapan {2 Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satul Hart  [Pasal 38 ayat (1) Peraturan
| setelah perttupan pembukuan LPPOK sampal dengan | Komist Pernithan Umum
! { 1 (8atu) Hari sebelum penysmpaian Laporan Dang tentang Dana Kamparye
| l Kampanye kepada KAP. Pemiihan Umum Nomor 18
{ g Tahun 2023. b
! i: Kami menyampakan sural pemyataan penutupan Pasal 38 ayat (5) Peraturan
i rekering khusus dana kampanye dati Bank Umum Komist Permithan Umum
i sepada KPU Kabupatenacota, 1 (salu) Hart setelsh tentang Dana Kampany= pa{ylh
menerma sufal pemyataan dari Bank Umum. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
5. |Lsporan Awal Dana Kampanye (LADK)
<. |Mustsninformas | Kami menyusun LADK yang memust informasi: Pasal 47 ayat (1) Peraturan
! 2. RKDK: Komisi Perniihan Umum
| b. Saldo awal RKDK atau saldo pembuksan dan sumber |tentang Dana Kampanye
| perolehan: Pemilihan Umum Nomor
} [ ¢. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo 18 Tahun 2023. ﬁb’h
! | hasi penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk
| kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum penode
{ pembukuan;
| d. Cstatan penerimaan dan pengeluaran Partal Palitik
5[ Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
! | e. Nomor pokok wajib pajek masing-masing Partal Politk
! Peserta Pemily; dan
; f. Bukii penerimaan dan pengeluaran yang dapal
dpertanggungjawabkan.
2. |Pembukusn a., Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan
yang dimulal sejak 3 (Yga) Han setelah Partai Politik Komisi Pemilihan Umum
dietapkan sebagai Peserta Penvlu dan dtutup 1 (satu) tentang Dana Kampanye
Hari sebelum penyampaian LADK. Pemiihan Umum Nomor 18 At
Tahun 2023,
b. Pembukuan Dena Kampanye lempisah dan pembukuan | Pasal 43 ayat (3) Peraturan
keuangan Partai Poltk Peserta Permdu yang Komisi Pemilihan Umum
bersangiutan. tentang Dana Kampanya Palub\
Pemithan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Penbukuan Dana Kampanye mencakup informast Pasal 43 ayat (8) Peraturan
tentang bentuk dan jumiah penenimaan dan Komist Pemiihan Umum
pengelyaran disertal bukli penorimaan dan pengehuaran | lentang Dana Kampanye Pﬁl“f)‘\
yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
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Kary memyampakan LADK kepads KPU
KabupatenKnla dengan mengirimkan data dan
Sohumen LADK yang dunggsh melsks Siadeka,

Warm menyampaiken LADK ddakukan pabing lambat 14
{empat belas) Han sebelum han pertama jadwal
petaksanasn Kampanye Pemi dalam bentuk frapat
umum, paling lambat pukul 23.53 wakiu setempat.

Apadia terdapat perbadkan, maka kami menyampekan
LADK perbadan kepada KPU Kabupaten/ota melakd
Siadeka paiing lambat 5 (Wna) Harl sejak menenma
1anda pengembakan dan benta scara hasl
pencermatan dan KPU KabupateniKota, pakng tambat
puiad 23.50 wakdy setempat.

Pl

:5’ W0

mmm-mmmw

nas’

1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN
SUMBANGAN DANA KAMPANYE;

3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
PENCATATAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN;

7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
JAVIAB ATAS LAPORAN AV/AL DANA
KAMPANYE,

8) Sukinan dan Rekening Koran Rekening Khusus
Kampanye, dan

9) Bubi-takt anssksi penenmaan dan transaks
pengoluaran,

Apabla LADK yang kami sampakan dikembabkan oleh

KPU Kabupaten/ola, maka kami waply melengkapt
dan/alau mesnpertiaki dokumen | ADK danaksud

Yabsn

Gengan LADK perbaskan yang lerdini atas:
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1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN

T ; SUMBANGAN DANA KAMPANYE

& 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERINAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.

£) FORMULIR 2 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG
DANA KAMPANYE,

£ FORMULIR § L APORAN AKTIVITAS PENERIMAAN| -
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE fﬂ,)k
SERELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN
AWAL DANA KAMPANYE.
&) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE
3 PENCATATAN PENERIMAAN DAN

,_' | 7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG
: JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA

| KAMPANYE;

byt L8 mmmmmmmf
| §) Busa-bukll ransaksi penenmaan can ransalksi

T Munen iformas | Kam menyampakan LPSDK dan penyumbang kepada KPU | Pasal 49 ayat (1) Peraturan

| yarg memuat informas: Komisi Pemdihan Umum

2. Igertias penyumbang, dan tentang Dana Kampanye W
lb Jurrdan sundangan Dana Kampany Pemdihan Umum Nomor 18
{ Tahun 2023

Harmn menyampasan LPSDK kepada KPU KabupatenKota, |Pasal 52 ayat (3) Peraturan
el cart awal mass Karmpanye sampas dengan 1 (satu) | Komisi Peméhan Umum

Pemdinan Umoum Nomor 18
Tahun 2023.
army menyampakan LPSDK secara lengkap yang terdut
oy
; &. LPSOK Piak Lan Perseorangan,
b 6. LPSDK Pihsk Lain Kelompok; dan l
e ¢ LPSUK Pk Lan Perusahaan dan/atau Badan Usaha
Penienimasn can Pergeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
Ioformasi 1Hami mengusun LPPOK yang memuat informasi Pasal 50 ayat (1) Peraturan
: 4. RKDK; Komist Pemdthan Unwm vab_\h
Fiak i b,  Saido awal aloy saldo pembukaan dan sumber tentang Dana Kampanye
R o perciehan, Pemilihan Umum Nomor
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W . v
UNSUR KEPATUHAN R 7 1
e 2 e . . - 748 == E
3 8 “'_ . = '
©  Sakdo awal pembukiian yang merupakan sea saldo | 18 Tabun 2023,
opiatan Kampanye apabda dterma sebelum pariode o
o Catatan penedmaan dan pengeluaran Partai Polik Vo
Peserta Pemilu termasuk sebelum pembtukaan RKDK;
e Nomor pokok wapb pagak masing-masing Partai Politik YM ‘
Cesents Py, !
1. Buka penenmaan dan pengeluaran yang dapat !
dperangoungiawablan:
Q. Saldo akhir paca saat penutupan pembukuan LPPDK:
dan
h.  Asers: stas Laporan Dana Kampanye.
2 |Pembutuan Kam menyusun LPPDK dmulai sejak 3 (iga) Hot | Pasal 50 ayat (2) Perasrat
b setelah penetapan Partai Politk Peserta Pemily dan Komisi Pemiihan Umum
Gh2up 7 ) Han sebekum penyampaian LPPOK  tentang Dana Kampanye. Ya&,oln
KPU. Pemilihan Umum Nomor
wepaca KAP yang ditunjuk i
b perbukuan Dana Kampanye lerpsah dari pembukuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan
wessngan Partai Poltk Peserta Pemiu yang Komisi Pemiihan Umum
persangian. tentang Dana Kampanye Patvia
Pemilihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi Pasal 43 ayat (6) Persturan
tertang bentuk dan jumiah penerimaan dan Komisi Pemiihan Umum
yang dapal Spertlanggunglawabkan. Pemiihan Umum Nomor 18
Tahun 2023.
¢. Pembukusn Dana Kampanye menjadi tanggung jawab | Pasal 43 ayat (7) Peraturan
Partai Poltik Pesenta Pemilu yang bersangkutan. Komisi Pemilihan Umum
tentang Dana Kampanye Pa{;u(,\
Pemithan Umum Nomor 18
Tahun 2023,
1 8. Kami menyampakan LPPDK kepada KAP yang Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3)
arurjuk cleh KPU dengan mengirimian cata dan Peraturan Komisi Pemilihan
dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka. | Umum tentang Dana Pt\blh
Kampanye Peméihan Unwm
3 Nomor 18 Tahun 2023
G ’b. Kami menysmpatan LPPOK paling lama 1§ (ima Pasal 53 ayal (4) Peraturan
betas) Harl sesudah hari pemungutan susra, paling | Komiisi Pemdihan Urium ,
lambat pukid 23.59 waktu selempat. tentang Dana Kampanye pék\)b\ A
Pemilihan Umum Nomor 18 ;-‘»-‘!
24 Tahun 2023. g
Tl Karmi meriyampaian | PPOK secara lengkap yang terdi 4
| FORMUUIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN patuin A
S 2 R PENGELUARAN DANA KAMPANYE; -y
B2 (S = :
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. «{ 2
HAL UNSUR KEPATUMAN PERATURAN ,
R
3 2 3 4 & L b “‘IT
21 FORMULIR 2 DAFTAR PENCRIMAAN SUMIANGAN o ' ‘
DANA KAMPANYE $ ‘
3} FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN : T 1

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA
KAMPANYE,

§) FORMULIR § LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM
PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN

DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE:

6) FORMULIR 8 LAPORAN PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN; \Zl'ol\n

n M'IA@SIATRSMWNJ
DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;

8) Salnan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana
Kammpanye.

9) Surat Permyataan dan Bank Umum yang menyatakan
bahwa rekening Parta Pdivk Peserta Pemdy yang
bersangkutan telah ditutup; dan

10) Bua-bukt tansaksi penerimaan dan transaks
pengohuaran.

MMMWWMW Komst Permihan Umum
dan: tentang Dana Kampanye

a2 Parai Polok, Pemihan Umum Nomor
5. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 18 Tahun 2023,

katupstenkota dan Parta Politk yang bersangkutan.
den

[ Wmnmmmmm
Kami mematute jumiah maksimal batasan penenmasn Pasal 34 Peraturan Komsi
sumbangan yang mencakup usng. barang danaiau jesa | Pemiihan Umum tentang Dana
yang chkonversikan dengan ndai uang, termasuk ciskon Kampanye Pemiihan Umum
pembelian barang stau jasa yang melebity batas kewajaran | Nomor 18 Tahun 2023.
vansaksi secars umum ¢an kam laporkan dalam LADK,
LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal
: sumbangan sebagay benkut ?ﬂ’ﬂ)k
RN a. DanaKampanye Pemily anggota DPR, DPRD provinsi,

3 persearangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua

miar kma ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.
4 b. Dana Kampanye Pemiu anggota DPR, DPRD provinsi,
panszhaan, dan/atay badan usaha nonpemerintah
paling banyak Rp25.000.000.000.00 (dua puluh kma
mdiar rupish) selama masa Kampanye.

Ketentusn Larnyd
1. |Sumber Dana Kami menenma Dana Kampanye Pemiu anggota DPR. Pasal 31 ayat (1) Peraturan
Kamparys

Vatisla

H

SNE KPRSEEEL SN

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

T 7 G A TR - :
: N/
PATUH/
NO HAL UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT TIDAK
PATUH
1 2 3 4 5
b 3 | 9an yang | Kami tdak merggunakan dana dan sumbangan yang Pesal 34 ayet (5) dan Posal
k Diarang alarang, Apabda kami menerima sumbangan yang dilarang | 116 ayat (2) Peraturan Komisi
A, Tidak menggunakan sumbangan tersebul; Dans Karpanyo Pemdhan 8
|6, Metaporkan sumbangan yang diarang tecaabut kepada |Umum Nomor 18 Tahun 2023. ()@L‘
KPU; dan
. Menyerahkan sumbangan tersobut ke kas Negam
paling lambat 14 (empat belas) Hari sotelah masa
Kampanye berakhir.
4. |Pengeluaran Karm: mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Pasal 41 Peraturan Komis{

Dsna Kampanye | Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, Pemdinan Umum tentang Dara

pembayaran hutang. dan pengeluaran lein-ain, yang dindai | Ksmpanye Pemiihan Umum

berdasarkan harga pasar yang wejar. Nomor 18 Tahun 2023

a) Pemtuayasn akivitas Kampanye termasuk pembelian
barang dan/ atau pembayaran jasa.

{ t) Pemdayaran hutang merupakan pembayaran atas

| futang Partai Politk Peserta Pemiu yang tambul dan

| pembelan barang dan phak lain dan menjadi tanggung
Jawas Partai Politik Peserta Pemiy yang bersangkutan,

c) Dana Kampanye tcak dapat digunakan untuk

gunungkidul, 20 Februari 2024
BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

r

(Rizky Nur Hidayah)

)
i
i
i
)
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A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

e

GARUDA

PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

BENTUK DANA KAMPANYE
NOMOR AKTIVITAS
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)
A1 Penerimaan sebelum periode 0 0 0
pembukuan
A.2 |Penerimaan sumbangan
1. Partai Politik
a. Partai Politik Tingkat Pusat 0 0 0
b. Partai Politik Tingkat Provinsi 0 0 0
c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota 50.000 0 0
2. Calon Anggota Legislatif
a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif 0 0 0
kepada Parpol
b. Jasa Kampanye Calon Anggota 0 0 0
Legislatif
3. Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 0 0 0
4. Sumbangan Pihak Lain Kelompok 0 0 0
5. Sumbangan Pihak Lain Perusahaan 0 0 0
dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah
JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN 50.000 0 0
A3 |Penerimaan Lain-Lain
1. Bunga Bank 0 0 0
JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN 0 0 0
A.4 |Penerimaan Barang Hasil Pembelian
1. |Penerimaan Barang Hasil Pembuatan 0 0 0
Bahan/Design dan/atau Alat Peraga
Kampanye
2. |Barang Diterima Dimuka Hasil 0 0 0
Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye
JUMLAH PENERIMAAN BARANG 0 0 0
HASIL PEMBELIAN
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NOMOR

AKTIVITAS

BENTUK DANA KAMPANYE

UANG (Rp)

BARANG (Rp)

JASA (Rp)

TOTAL PENERIMAAN

50.000

0

0

Pengeluaran sebelum periode
pembukuan

Pengeluaran

Rapat Umum

Pertemuan Terbatas

Pertemuan Tatap Muka

Pembuatan/Produksi Iklan di Media
Massa Cetak, Media Massa Elektronik,
Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan

ol|lo|Oo|OC

(=3 =2 K-3 K-

o|o|jOo|Oo

Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat
Peraga Kampanye

Penyebaran Bahan Kampanye Partali
Politik Kepada Umum dan/atau

pemasangan Alat Peraga Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Partal
Politik Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Partai Politik

Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum
dan/atau pemasangan Alat Peraga
Kampanye

a. Penyebaran Bahan Kampanye Calon
Anggota Legislatif Kepada Umum

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Calon Anggota Legislatif

Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar
Larangan Kampanye dan Peraturan
Perundang-undangan

Pengeluaran Lain-lain

a. Administrasi Bank

50.000

Pembelian Kendaraan

o

b.
c. Pembelian Peralatan
d.

Pembayaran Utang Pembelian
Barang

oc|jo|o|o

o|o|Oo|O

Pengeluaran Lain

1) Pengeluaran Lainnya

2) Sumbangan ke Parpol Tingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota

3) Sumbangan ke Calon Anggota
Legislatif

4) Jasa Kampanye Calon Anggota
Legislatif

TOTAL PENGELUARAN

50.000

Utang

Utang Pembelian Barang
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BEN KAMPANY!
NOMOR AKTIVITAS TANS DAA e
UANG (Rp) BARANG (Rp) JASA (Rp)

D Saldo

1. Kas di Rekening Khusus Dana 0 0 0

Kampanye
2. Kas di Bendahara 0
3. Barang 0 0 0

gunungkidul, 20 Februari 2024

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH ENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL KABUPATEN GUNUNGKIDUL
firfihS He=
(Subardiono) (Rizky Nur Hidayah)
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